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1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republic Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Ort Nomor 7 Tahun ·19 56 
ten tang Pembentukan Daerah Otonom 
Y..abupaten-Kabupaten Dalarn Lingkungan 
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
5 8 , Tam)?ahan · Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

·3. Undang-Undang Nomor 17 '-...Tahun 2003 
. ' tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tah\U\ 2003 Nomor 4 7, 
Tam!:>ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); · • 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun . 2004 
ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tangggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republiklndonesia Tahun 2004. Nomor 
66, · Tambahan i Lcr.p.baran Negara Republik 
Indonesia Nomof 4400); 

6. Undang-Undangi Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Siatem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun ;,.nggaran 2021,. perlu ditetapkan 
lancl,l¥n cperasional pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2021; 

b. bahwa bcrdasa.rkan pertimbangan sebagaimana 
dimakaud dalam huruf a perlu 'menetapkan 
Peraturan Bupati Simalungun tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bel~rija 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat 

.. 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR l TAHUN 2021 

TENTANO 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 
TAHUN ANOOARAN 2021 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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BUPATI SIMALUNOUN 
PROVINS! SUMATERA UTARA 



.1·····-~ -·--- 

i,\ 
Tahun 2004'.Nomor 104, Tambahan Lcmbaran 
Newa Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan . antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran 
N~gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lcmbatan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Rep\lblik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran _Negata Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran ~egara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneeia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang .. Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pcrubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Repu~ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambhllan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom:r· 5679) 

11. Und g-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta. Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala . 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan A.n ~<i:ota n0~.-;·~..., r-\,. :,· , · : · 
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Rakyat Daerah (Letnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) 1 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
60p7); 

16. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pengclolaan Keuangan Dae rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); .» 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 33); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Barang · Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten SUtlalUngun Tahun 2008 Nomor 6 
Seri D Nomot 5); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nemer 
6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun 
Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan 
Tertentu (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 
8) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor4 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 
Nomor 4 Seri D Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten . Simalungun 
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 
9) sebagaim.ana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Retribusi .Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 5 
Seri D Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nornor 
10) sebagaimena telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sirn-ungun Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum [Lembaran 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 
Nomor6 Seri D Nomor 6); 

23. Peraturan Daerah Kabupate~ Simalungun Nomor 
2 Tahun:io16~tal)&.~ri (Lern"baran;~·Oaerah· 
Kahupaten Si$ahinguh "Tahun 2016 Nemor 2 
Seri D NQ:r.n,.or.2); 

24. Pe~~SA . Dae~ .' .. Kaqµpaten . ~imalµngun 
.,: .. = •• ;\}~~i{:.i· . ~~· N~~~!"t<,;.a~:1~· ~~l~;;·~ffi,~~~::i•>--p~~R~~tH~~~~ ., · .·· .. .,,>/~;:;J:I 



Menetapkan. 

.:;< 
. ; 

MEMUTUSKAN: 

Pf;tangkat Dacirah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun T-tbun 2016 Nomor 4 Seri D Nornor 
4) sebagaiinana telah diubah beberapa 'kali, 
terakhit denpn Peraturan Daerah Kabupaten 
Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupatcn Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 
Tahun 2019 Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 
5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2017 Nomor 5 Seri D 'Nornor 
5); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 
1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Sclanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 
Anggaran 2021 [Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2021 Nomor 1); . 

27. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun ·. 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangari Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O~; · · 

28. Peraturan Mentcri Dalam . Negeri Nomor · 52 
Tahun 2012 tentang Pedoman .· Pengelolaan 
Investaei Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasie Akrual Pada Pernerintah 

· Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); · 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20. 
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 

. Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2020 . tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .. 
Tahun Anggarari 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

32. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 
2021 ten tang Penjabaran Anggaran · Pendapatan · 
clan.· Sebµ1ja Da~fah Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerab Kabupaten Simalungun Tahun 
2021 Notnor477); 

< 
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Pasal 4 
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimakaud 

dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 
246.293.055.972,00 (Dua ratus empat pufuh enam miliar dua 
ratus sembilan puluh tiga juta Zima puluh lima ribu. sembilan ratus 
tujuhpuluh dua rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan·kekayaan·ciaerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 162.879.311.672,00. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 6.944.660.300,00. 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan . daerah yang di pisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 18.460.000.000,00. . . 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud·pada ayat(l) huruf d dire-ncanakan sebesar Rp. 
5&009 .084.000,00. 

Pasal 3 
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan 
sebesar Rp.2.355.905.716.606,00 (Dua triliun tiga ratus lima. puluh. 
lima miliar sembilan ratus lima jut0; tujuh ratus enam betas ribu en.am 
ratus enam rupiah), yang .bersumber dari: · 
a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati Simalungun ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 
keuangan daerah. 

2. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerahyang 
ditet.apkan. dengan peraturan daerah. 

3. Ped~ penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai 
petunjuk clan arah bagi · pemerintahan daerah dalam penyusunan, 
pembahasan dan penetapan APBD. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara: pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan 
oleh Pemerint.ah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia se~gaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Kepala Daerah adalah Bupati bagi daerah Kabupaten Simalungun. 

Pasal 2 
Anggaran Penda.patan dan Belanja Oaerah terdiri atas pendapatan 
~rah, - belanja daerah dan ·pcmbiayaan .daerah. ·, 

-- .......... --------------------~·- --- -- -- 



Pasal7 
- ( 1) Anggaran belanja operasional sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.601.769.520;252,00 
( Satu · triliun enam ratus satu miliar tujuh. ratus enam puluh sembilari 
juta Zima ratus dua puluh ribu dua ratus Zima puluh dua rupiah), yang 
terdiri atas: · :i · 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 

. c. Belanja bunga; 
d. Belanja hibah; dan 
e, · Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pepwai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
direncanakan eebesar Rp. l.087.095.219.057,00. · 

Pasal 6 
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2 02 1 direncanakan · 
sebesar Rp. 2.252.487.063.961,00 (Dua triliuri dua ratus Zima puluh 
dua miUar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu 
sembilan ratusenam pulub. satu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja operasional; 
b. Bdanja modal; 
c, BelanJa tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. \. 

Pasal 5 
(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a direncanakan sebesar Rp.162.879.311.672 (Seratus 
enam puluh dua miliar delapan ratus tuju.h puluh sembilan ju.ta tiga 
rants sebelas ribu enam. raius tujuh putuh. dua rupiah), yang. terdiri · 
atas: 

. a. Pajak Hotel Rp. 9.500.000.000,00 
b. ~jak Restoran Rp. 5.500.000.0PO,OO 
c. Pajak Hiburan Rp, soo.ooo.coojoo 
d. Pajak Reklame Rp. 2.000.000.000,00 
e. Paj-ak Penerangan Jalan Rp. 42.500;000.000,00 
f. Pajak Air Tanah Rp. 7.500.000.000,00 
g. Pajak Mineral Bukan Logam cian Batuan 

Rp.4.300.000;000,00 
<, h, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

, Rp. 62.000.000.000,00 . . 
r. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Rp.29.379.311.672,00. 
(2) Anggarart rctribusi daerah sebagaimana dalam Pasal 4 .. huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 6.944.660.300 yang terdiri dari :· · 
a. Retribusi Jasa Umum Rp. 3.094.242.500 
t~. Retribusi Jasa Usaha ~p. 2.275. 763.000 
c. Retribusi Perizina.n Tertentu Rp: 1.514.654.800 

(3) An,iaran Hasil pengeJ.olaan kekaya1µ1 dacrah yang. dipisahkan 
sebagaimana dala.m Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 18.460.000.000 yang terdiri dari : 
a. · Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga 
Keuangan) , 

(4) Anggaran Lain-Iain pendapatan asli daerah yang sah 
sebagaimana dimaksud _ dalam Pasal 4 huruf direncanakan d 
sebesar Rp. 58.009.084.000 yang terdiri atas : 
a. Jasa Giro Rp.200.000.000,00; 
b. Penaapatlm BLUD Rp.22.500.000.000,00; dan 
c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan · Kesehatan Nasional 
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
Rp.35.309.084.000,00. 

.. '' ·~·- .. - 
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Pasal 9 
(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
767.141.227.552,00 (Ttyuh ratus enam puluh tujuh miliar seratus 
empat puluh satu.juta dua ratus dua puluh tuju.h ribu lima ratus lima 
pr.duh dua ntpiah), yang terdiri atas: · :li 
a. Gaji pokok ASN; 
b. BeJanja Gaji Pokok PNS; dan 

l 
l 
I 

.., 
. ·; 

• 
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~ ~, Belanja barang dan jaaa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b direncanakan aebesar Rp. 386.372.687 .484,00. 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf c 
direncanakan eebesar Rp. 8.374.913.111,00. 

(5) Belanja hi bah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d 0·i· 

direncanakan sebesar Rp. l 10.9'54.200.600,00. · 
(6) Belanja bantuan sosial se~a dimaksud pada ayat ( 1) 

hunu e direncanakan sebesar Rp. 8.972.500.000,00. 

Pasal8 
(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 1.087.095.219.057,00 (Satu triliun delapan puluh tuju.h miliar 
sembilan pr.duh lima jut.a dua ratus sembilan belas rubu Lima puluh 
ttguh ntpiah), yang terdiri atas: 
a. Oaji dan tunjangan ASN; . 
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN 
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN 
d. Belanja Tunjangan Fungaional ASN 
e. Belanja Tunjangan Fungaional Umum ASN 
f. Belanja Tunjangan Beras ASN 
g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN 
i. Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN 
j. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kcrja ASN 
k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 

(2) Oaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp. 767.1:41.228.312,00. 

(3) Belimja Tunjangan Keluiarp ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l)hurufb direncanakan sebesar Rp, 53.157.293.272,00. 

(4) .Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.714.236.960,00. 

(5) Belaqja Tunjangan Funpional ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l) hurufd direncanalcan sebesar Rp. 35.228.055.916,00. 

(6) Belanja . Tunjangan . Fungaional Umum A.SN sebagairnana 
dirnakaud pada ayat (1) huruf e direncanakan scbesar 
Rp. 6.785.767.846,00. 

(7) Belaaja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f direncanakan eebesar Rp. 27.230.313.159,00. 

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf g direncanakan se besar 
Rp. 1.100.877.166,00. ! 

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hurufh direncanakan sebesar Rp. 7.131.146,00. 

(10) Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebcsar 
Rp. 44.495.442.300,00 .. 

(11) Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 
1.750.252.329,00. 

(!2) Belanja Juran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud 
'--,pada ayat (1) hurufk direncanakan sebesar Rp. 5.169.032.277,00. 
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c. Bclanja Oaji Pokok PPPK. . . .. 
(2) Oaji pokok ASN scbagaimana. dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 

ditencanakan sebeaar Rp. 582.502.825.181,00. .· 
(3) Belanja Oaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 576.191.462.109,00. 
(4) Belanj~ Chtji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.311.363.072,00. 

Pasal 10 
(1) ·Anggaran Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud 

dalaln Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 53.157.293.272,00 (Lima puluh tiga miliar seratus Zima puluh. 
tujuhjuta dua nztus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan 
b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK. 

(2) Anggaran·Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam 
J1asal 8 ayat (1) huruf · c direncanakan sebesar Rp. 
9.714.236.960,00 (Sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta 
dua nzt'u$ tigapuluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), 
yang terdiri atas Belanja Tunjangan Jabatan PNS. 

(3) Angaran Tunjangan Fungsional ASN scbagaimana dimaksud 
daJam Pual 8 ayat. (1) huruf d direncanakan sebesar. 
Rp. 35.228.055.916,00 (Tigapuluh lima miliardua ratus duapuluh 
delapan juta lima puluh lim.a ribtt sembilan ratus enam belas 
rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Fungsional PNS. 

(4) Anggaran Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana 
dhnakaud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp. 6.785.767.846,00 (Enam m.iliartujuh ratus delapanpuluh lima 
juta 'tigr.th ratus snam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh 
enam "'piah),yang terdiri atas: 
a. Belanja Tunjangan Fungaional Umum PNS; dan 
b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK. 

(5) Aftgaran Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam 
Pua! 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 
27~230.313.159,00 ,{Dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh . 
juta tiga ratus tiga belas ribu serratus lima puluh sembilan rupiah) 
yang terdiri atae: '-a. Belanja Tunjangan Beras PNS; dan 
b. Belanja Tunjangan Beras PPPK. 

(6) Anggaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana 
dimakaud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp. 1.100.877.166,00 (Satu miliarseratusjuta delapan ratus tujuh 
puluh tujuh ribu seratus enam· puluh enam rupiah), yang terdiri 
ataa·: 
a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan 
b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK. 

(7) Anggaran Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.131.146,00 
(Tujuhjuta seratus tiga puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) yang 
terdiri atas: 
a. Belanja Pembulata.n Gaji PNS; dan 
b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK. · 

(8) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana 
climakaud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dlrencanakan sebesar 
Rp. 44.495.442.300,00 (Empat puluh empat miliar empat ratus 
sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga 
ratLts rupiah) yang terdiri atas: 
a. Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS 

(9) Anggara.n luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana 
climakeud d~Jam Pasal 8 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 
Rp. 1. 750.252.329 ,00 I Satu miliar tu ~!.": .. atn .~ ,.,,.,. ,.. ·~· · t., 1-. • • 

• 
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P~l3 
(1) Anaaran. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

aebelumnya sebagaimana diniakaud dalam Pasal 12 ayat ( 1) 
huruf • direncanakan sebesar Rp.19.120.688.328,00 (Sembilan 
bela.s miliar seratus dua puluh juta eriam raius delapan. puluh 
delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri 
ataa: . 
a. Siu. Belanja Bagi Haail Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 

Kabupaten/Kota dan Desa 

Pasal 14 
(1) Anggarap pengeluaran pembiayaan sebagaimana dirnaksud 

daJem Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.122.539.340.973,00 {Seratus dua puluh dua miliar .lima ratus 
tiga puluh sembilan ju.ta tiga ratus empat puluh ribu sembilari ratus 
tujuhpuluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 
a. Penycrtaan modal daerah; dan 
b. Pembayaran cicllan pokok utang yang jatuh tempo 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
. huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.886.385.700,00 (Tujuh miliar 

delapan ratus de1apan puluh enamjuta tiga ratus delapan puluh Lima 
ribu tujuh nztus rupiah). ' 

(3) ~pibayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
aebagaimana ditnaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. l 14.~52.955.273,00 (Seratus empat belas miiiar enam 
n.ztus Zima puluh dua ju.ta sembilan ratus lima puluh Zima ribu dua 
n.ztus tujuh puluh tiga rupiah). 

Pasal 12 
(1) f;.nggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar 
Rp.19.120.688.328,00 (Sembilan ~las miliar seratus duapuluhjuta 
enam mtus delapan puluh delapan ribu tiga mtus dua puluh delapan. 
~' yang terdiri atas: 

~, a. Sisa lebih : perhitungan an1,garan tahun sebelumnya 
(2) , Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp.19.120.688.328,00 (Sembilan. belas miliar seratus dua 
puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua 
puluh delapan rupiah). 

• 

ratus !ima puluh dua ribu,-·tiga ratr.is dua puluh sembilan rupiah) 
yang terdiri atas: 
a. Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 

( 10}.Anggaran a luran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k dircncanakan sebesar Rp. 
5.169.032.277,00 (Lima miliar seratus enam puluh sembilan juta 
tiga puluh dua ribu d~a ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri . 
ataa: 
a. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 

Pasal 11 
Anggatan pembiayaan daerah .tahun anggaran 2021 direncanakan 
sebesar Rp.141.660.029.301,00 (Seratus empatpuluh satu miliarenam 
mtus enam. puluh juta dua puluh semln1an ribu tiga ratus satu rupiah), 
yang terdiri atas: 
a. Penerimaan pernbiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 
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Pasal 17 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian 
yang tidak terpisahka.n dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kclompok, Jenis, Objek, Rincian Objekn 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. LamJ?iran II Penjabaran APBD Menurut Urusan 
Pemerinta.han Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegi.atan, Kelompok, Jcnis, Objek, 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; . 

3. Lampiran III Daftar Nama Pcnerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,. dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerirna, dan 
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan 
bersifat khusus; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran belanja bagi hasil; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

8. Lampiran, VIII Rincian DBH·SDA Pertambangan Minyak Bumi 
-: Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- 

Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan , 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

10.Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 
Da!am Perda tentang APBD dan Perkada 
tentang Penjabaran APBD dengan Program 
Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 15 
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 

belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) 
sebesar Rp. 103.418.652.645,00 (Seratus tiga miliar empai ratus 
delapan belasjuta enam ratus lima puluh dua ribu enam rasus em.pat 
pub4h lima rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan 
•ebesar Rp. (103.418.652.645) (Seratus tiga miliar em.pat ratus 
delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam rattts empat 
puluh Zima rupiah). 

• 

• 
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O ANDREAS SIMAMORA 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2021 NOMOR 4 77 

Diilndangkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 11 Januari 2021 
SE "RAH KABUPATEN SIMALUNGUN, 

J.R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN I 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 11 Januari 2021 

··, 
:, ... 

Agar setiap orang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Simalungun. 

Pasal 19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 18 
Pelaksanaan pcnjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan 
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 


